
3. Undang-Undang 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaen Bombana, Kabu paten Wakatobi, dan Kabupaten 

Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339) 

4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 

Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Noor 

3817) 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200.3 tentang Keuangan 

Negara [Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 286); 

6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik tLembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia 

Nomor 5038]; 

7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 50491, 

8. Undang Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Perbentukan 

Peraturan Perun«dang-ndangan (Lmharan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 

183, Tampbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398( 

• 



• 

• 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia 

Vomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali,tentang 

Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679] 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar elayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178\; 

1 1  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Permungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73 TAmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan, 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan euangan Daerah 
Bernita Negara Repnhllk lnrlnnt's!H Tahun '.,1(1'..!0 Nnmnr 17K 11,, 



• 

• 
Menetapkan 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang embentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 

16 Peraturan Daerah Kabupaten Hombana Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomumikasi 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dombana Nomor 33 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bombana; 

18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengelolaan Menara 

Telekomumikasi. 

ME MUTUSKAN 

PERUBAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 
2021 TENTANG PETUNJUK PEL AKSANAAN RETRIBUSI 

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMU NIKASI 

Pasal 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 

52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi, diubah sebagai berikut 

1. Kctcntuan Pasa.l ') d1ubah, (M"'hmggn keseluruhun berbun) 1 I 



• 

• 

L. Ketentuan ayat (2) diubah, ayat (3] sampai ayat (6) Pasal 

dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi 

Bagian Keenan 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 

(l) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah 

unjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian 

menara telekomunikasi selama l (satu) tahun 
(2) Jumlah Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

ditetapkan paling banyak 2 (dual kahi dalam I (satu) tahun 
(3) dihapus 
(4) dihapus 
(5) dihapus 
(6) dihapus 

2. Ketentuan Pasal I I  dihapus 

3. Diantara Pasal I 1  dan Pasal 12 disisipkan (I) Pasal yakni Pasal 

IA sehingga keseluruhan Pasal IHA berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 1 4  

(I) Struktur dan besamnya tarif Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomumikasi ditetapkan menggunakan perhitungan 

tarif tung.gal 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

ditetapkan scbesar Rp. 2.900.000. dengan Rumus 

perhtungan sebagar benikut 

(3] Jumlah kunjungan ke Menara per tahun = Menara (x) y 

kal kunjungan = xy kunjungan. 

hika dalam l hari z kunnjungan, maka untuk xy 

kunjungan dibutuhka - hari kerja. Maka biaya 
opcrasmnal per tahun ad�ah sebagru benkut: / 



• 

No Komponen Keterangan Jumlah Satuan Jumlah 
Hitung Hari Harga 

A B c D 

1. Transportasi 4 0rang 49 Hari Rp. Rp 58.800.000. 
(300.000 
x 4l 

2 Uang Harian 4 Orang 49 Hari Rp. Rp. 78.400.000. 
(400.000 
x 4 

3 ATK 1 Tahun Rp. Rp 4.900.000. 
4.900 000 

Total Biaya Operasional per tahun Rp.142.100.000. 

Biava Rata-rata atau tarif per Menara per tahun 142.100.000 
Rp. 

49 

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Rp 2.900.000. 
Telekomunkasi Kabupaten Bombana 

eterangan 

• 

X 

Y 

z 

n 

' 

= Jumlah Menara 

Jumlah kunyungan yang ditetapkan pertahun per Menara 
= Jumlah kunjungan yang ditetapkan per hari 
Jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan kunjungan 

dalarn l tahun. 

Transportasi Biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi 

Menara-menara 

Uang harian = Uang harian perjalanan dinas dan sudah termasuk 

uang makan 
ATK = Bahan habis pakai. 

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dlllnJau kcmbali paling lama 3 (llgal tahun 9ekal1 ' 



Pasal II 

Peraturan Bupat ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan / Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bombana 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal A #a 2021 

• 

PARAF KOORDINASL 

NO 'UNIT/SATUAN KERJA PA 

H. TAF' IL 

• 

Diundangkan di Rumbia 
pada tan@gal A Shue 202 

EN BOMBANA 

l 
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 3 



• 

• 

Menimbang a. bahwa pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi belum didukung dengan Peraturan yang 

komperehensif sehingga perlu disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan agar dalam pclaksanaanya dapat 

dikelola secara optimal efektif dan efisien, 

b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2019 

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi tidak sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi sehingga perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupat 

Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana 

Nomor 52 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

BUPATI BOMBANA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATT BOMBA NA 
NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT! BOMBANA NOMOR 52 TAHUN 2019 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 

TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 
BUPATT BOMBA NA, 

Mengingat I. Undang-Undang Nomur 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahu 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);/ 
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